PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Menimbang

Mengingat

- It

1.

TAHUN 2010 - 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa dengan telah dutetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2010 — 2015 telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011
Nomor 2, maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, sesuai Pasal
146 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan Peraturan Daerah
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan llir (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4725);

11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabubaten /
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2010-2014;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

17.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 27);



Menetapkan

18.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor Nomor 13
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 27);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11
Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ulu Tahun 2006 Nomor 11);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006
Nomor 17 Seri E);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun
2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun
2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 3);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 - 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011
Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TAHUN 2010 - 2015

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2010 — 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2011 Nomor 2).

Pasal 2

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
melakukan pembinaan dan pengawasan serta bertanggung jawab dan melaporkan
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud
Pasal 1 kepada Bupati Ogan Komering Ulu.



/|

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkap di Baturaja

/ YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 20 § 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

MIRTOM

BERITA DERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 27
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